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GARIS BESAR MATERI PENGUJIAN UU MINERBA TERHADAP UUD NRI 1945

A. MATERI U]JI FORMIL

NO

UU MINERBA

CATATAN KRITIS

1

RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang
dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over).

RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah
disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga
masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September
2019 belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) RUU Minerba.

Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa carry
over pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah
dilakukan pembahasan DIM, padahal DPR periode lalu belum
satupun membahas DIM RUU Minerba

Pembahasan RUU Minerba dilakukan tertutup dan tidak
dilakukan di gedung DPR

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
dan Tata tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR
pada dasarnya bersifat terbuka, bisa tertutup hanya apabila
terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan.

Lebih lanjut, pembahasan tersebut melanggar Pasal 5 huruf g
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan terkait dengan azas keterbukaan, yaitu
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai
dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan
terbuka.




Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik
dan stakeholder.

Pembahasan RUU Minerba yang terkait dengan pengelolaan
sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak seharusnya dilakukan dengan
melibatkan masyarakat dan stakeholder. Dalam pembahasan
RUU Minerba sama sekali tidak terdapat audiensi dengan
stakeholder, tidak ada penerimaan aspirasi dari kelompok
masyarakat, tidak melibatkan pakar dan perguruan tinggi,
tidak dilaksanakan rapat dengar pendapat umum, serta tidak
ada pengambilan aspirasi ke daerah, bahkan beberapa
kelompok masyarakat dan perguruan tinggi yang mengajukan
permohonan audiensi untuk memberikan masukan diabaikan.

Tidak ada uji publik terhadap materi RUU Minerba

Naskah hasil pembahasan RUU Minerba sebelum diambil
keputusan seharusnya dilakukan uji publik. RUU Minerba
seharusnya dipublikasikan dan dilakukan diseminasi dengan
stakeholder dan perguruan tinggi. Kenyataannya, yang terjadi
RUU Minerba menjadi barang rahasia dan sama sekali tidak
dipublikasi, tidak ada kesempatan bagi publik untuk tahu
apalagi menyampaikan aspirasi dan menguji baik secara
formal maupun materiil. Dalam hal ini hasil pembahasan RUU
Minerba tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formil
dan materiil.

Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD RI).

Berdasarkan Pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 249
UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 92 /PUU-X/2012,
bahwa DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan
undang - undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan
daerah serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, sehingga pembahasan RUU Minerba secara
konstitusional harus dibahas dengan melibatkan DPD.




Pembahasan RUU Minerba yang tidak melibatkan DPD jelas
pelanggaran terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dan
inkonstitusional.

Pengambilan keputusan atas RUU Minerba dalam rapat kerja
dengan virtual meeting cacat hukum dan hasilnya batal demi
hukum.

Sehubungan dengan kondisi wabah Corona Covid 19 Komisi
VII DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I
melalui rapat kerja secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik
atau kehadiran fisik dilakukan secara perwakilan fraksi.
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor
13 Tahun 2019 dan Tata Tertib DPR yang masih berlaku
bahwa rapat DPR dapat mengambil keputusan jika dihadiri
oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas
lebih dari separuh unsur Fraksi, kehadiran disini adalah
kehadiran fisik yang dibuktikan dengan tandatangan daftar
hadir. Rapat virtual dapat dilaksanakan apabila tidak
mengambil keputusan dan belum diatur dalam tata tertib
DPR.

B. MATERI UJI MATERIL

NO

UU MINERBA

CATATAN KRITIS

1

Temuan Pasal Kontroversial yang dihimpun dari berbagai sumber

Pasal 1 ayat 13a: “Surat Izin Penambangan Batuan, yang
selanjutnya disingkat SIPB, adalah izin yang diberikan untuk
melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis
tertentu atau untuk keperluan tertentu”.

Adanya Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), dinilai
membuka ruang rente baru.

Pasal 1 ayat 28a: “Wilayah Hukum Pertambangan adalah

Definisi yang baru ada di UU Minerba ini mengancam ruang




seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah
di bawah perairan, dan landas kontinen”

hidup masyarakat karena seluruh kegiatan, mulai dari
penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang
hidup masyarakat.

Pasal 4 ayat 2: Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang- Undang
ini.

Pasal ini mengatur bahwa penguasaan mineral dan batu bara
diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam UU lama,
pasal itu juga memberikan kewenangan untuk pemerintah
daerah. UU Minerba baru ini mengatur semua kewenangan
perizinan tak lagi ada di pemerintah daerah, melainkan
ditarik ke pusat. Sentralisasi ini dinilai bertentangan dengan
semangat otonomi daerah.

Pasal 22: Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai
WPR harus memenuhi Kriteria:

a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di
sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;

b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan
kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;

endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;

e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
dan/atau

f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk
kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 huruf a dan d tentang kriteria menetapkan WPR
telah membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan
luas maksimal 100 hektar, setelah mengubah luas maksimal
sebelumnya 25 hektar.




Pasal 42 dan 42A

Pasal 42: Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diberikan selama:

a. 8 (delapan) tahun untuk Pertambangan Mineral logam;
b. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam;

c. 7 (tujuh) tahun untuk Pertambangan Mineral bukan logam
jenis tertentu;

d. 3 (tiga) tahun untuk Pertambangan batuan; atau e. 7 (tujuh)
tahun untuk Pertambangan Batubara.

Pasal 42A:

(1) Jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf a dan huruf e dapat diberikan
perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali
perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perpanjangan
jangka waktu kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.

Pasal ini dianggap mempermudah pengusaha pertambangan
mineral dan batu bara dalam menguasai lahan dalam jangka
waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi.
Sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2
tahun.

Dengan UU baru, pengusaaan tanah dalam skala besar oleh
pengusaha tambang setidaknya 8 tahun dan dapat
diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan.
Penguasaan lahan lebih lama ini dinilai berpeluang untuk
land banking.

Ketentuan Pasal 83, khususnya Pasal 83

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan
kelompok Usaha Pertambangan yang berlaku bagi pemegang
[UPK meliputi:

a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi
Pertambangan Mineral logam diberikan paling luas 100.000
(seratus ribu) hektare;

Pasal 83 ayat (2) UU Minerba lama mengatur batasan luas
WIUPK untuk produksi pertambangan mineral logam paling
banyak 25 ribu hektare. Adapun Pasal 83 (4) UU lama
menyebut batasan luas WIUPK untuk produksi
pertambangan batu bara paling banyak 15 ribu hektare.




. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Eksplorasi
Pertambangan Batubara diberikan paling luas 50.000 (lima
puluh ribu) hektare;

luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi
Pertambangan Mineral logam atau Batubara diberikan
berdasarkan hasil evaluasi Menteri terhadap rencana
pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh
pemegang [UPK;

. jangka waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Mineral
logam dapat diberikan selama 8 (delapan) tahun jangka
waktu kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara dapat
diberikan selama 7 (tujuh) tahun;

. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam
atau Batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali
masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Mineral logam
yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau
pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan
dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh)
tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

. jangka waktu kegiatan Operasi Produksi Batubara yang
terintegrasi dengan kegiatan Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara diberikan jangka waktu selama 30
(tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan




selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 162: Setiap orang yang merintangi atau mengganggu
kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, I[UPK, IPR
atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 164: Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B,
dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai
pidana tambahan berupa:

a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan
tindak pidana;

b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau

c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak
pidana.

Dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi
terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut
bahwa "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu
kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR
atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dua pasal ini dinilai membuka peluang kriminalisasi
terhadap warga penolak tambang. Pasal 162 menyebut
bahwa "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu
kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, I[UPK, IPR
atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dihapusnya Pasal 165 UU Minerba Lama yang berbunyi: Setiap
orang yang rnengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang
bertentangan dengan Undang-Undang ini dan
menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling
lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 165 dalam UU Minerba lama memuat sanksi pidana
bagi pejabat yang korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP),
[zin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK).

Pasal itu menyebut, "Setiap orang yang mengeluarkan IUP,
IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang
ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi




pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling
banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)."

Namun ketentuan ini hilang dalam UU baru. Sejumlah pihak
menilai hilangnya UU ini membuka celah bagi korupsi di
bidang minerba.

Pasal 169A:

(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
diberikan jaminan perpanjangan menjadi [UPK sebagai
Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi
persyaratan dengan ketentuan:

a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh
perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali
perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan
operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan
mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan
negara.

b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan
pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua
dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah
berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B
dengan mempertimbangkan upaya peningkatan
penerimaan negara.

(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana

Pasal ini mengatur tentang perpanjangan kontrak karya (KK)
dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara
(PKP2B) tanpa melalui lelang. KK dan PKP2B diberi jaminan
perpanjangan otomatis 2x10 tahun tanpa harus mengurangi
perluasan wilayahnya.

Padahal, UU yang lama mengatur kawasan harus
dikembalikan kepada negara setiap habis kontrak dan
dilelang ulang. Pasal dalam UU anyar ini dinilai membuka
celah perpanjangan sejumlah perusahaan raksasa minerba
yang akan selesai masa kontraknya.




dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb dilakukan
melalui:

a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;

b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan
seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui
Menteri.

(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan
Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh
selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi
barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam
kegiatan pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan
kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

(5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara
yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan
dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam
negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah
perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan
selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.




Pasal 169B ayat (5)

Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan
[UPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi
Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah
di luar WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi kepada
menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan.
Pasal ini dianggap memberikan keistimewaan bagi pemegang
[UPK untuk mendapatkan konsesi tambahan.

CATATAN PENGINGAT
Pasal - Pasal dalam UU Minerba (4/2009) yang telah dibatalkan oleh MK

No

Pasal - Pasal dalam UU Minerba (4/2009) yang telah dibatalkan oleh MK

Pasal 6 ayat (1) huruf e, “Kewenangan Pemerintah dalam
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain,
adalah: penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi
dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012

Dalam UU Minerba masih ditemukan ketentuan yang serupa.
Pasal 6 ayat (1) huruf f: menetapkan WP setelah ditentukan
oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan
kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Pasal 9 ayat (2), “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012

Dalam UU Minerba ditemukan ketentuan yang serupa. Pasal
9 ayat (2): WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh
Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya
dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
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Pasal 10 hurufb

Pasal 10 huruf b, “Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: secara terpadu dengan
memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait,
masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi,
ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan

Putusan Sidang Nomor 32 /PUU-VIII/2010

Dalam UU Minerba ditemukan ketentuan yang serupa Pasal
10 ayat (2) huruf b: secara terpadu dengan mengacu pada
pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat
terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi,
ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta
berwawasan lingkungan; dan

Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), “(1)Penetapan WUP dilakukan
oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2) Koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan
informasi yang dimiliki Pemerintah dan pemerintah daerah.

Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012

Dalam UU Minerba yang baru, Pasal 13, 14 dan 15 dihapus.
Kenyataan itu menunjukkan adanya kekosangan pengaturan
dalam undang-undang a quo.

Pasal 17, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara
ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan
pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh
Pemerintah.

Putusan Sidang Nomor 10/PUU-X/2012

Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara
yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri
setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 22 hurufe

“menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
dan/atau”

Putusan Sidang Nomor 25/PUU-VII[/2010

Ketentuan yang sama masih ditemukan dalam Pasal 22 huru
e UU Minerba: “menyebutkan jenis komoditas yang akan
ditambang; dan/atau”

Pasal 51 ayat 1
“WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi,

Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010

Ketentuan yang sama masih ditemukan dalam Pasal 51 ayat 1
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atau perusahaan perseorangan dengan cara lelang”.

UU Minerba: “WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan
Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara
lelang”.

Pasal 52 ayat 1, “Pemegang [UP Eksplorasi mineral logam diberi
WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare
dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.

Putusan Sidang Nomor 25/PUU-VIII/2010

Pasal 55 ayat 1

Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi Mineral bukan
logam diberi WIUP paling luas 25.000 (dua puluh lima ribu)
hektare.

Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VII[/2010

Pasal 60 ayat 1

“WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau
perusahaan perseorangan dengan cara lelang”.

Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010

Ketentuan yang sama masih ditemukan dalam Pasal 60 ayat 1
UU Minerba: “WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha,
koperasi, atau perusahaan perseorangan dengan cara
lelang”.

Pasal 61 ayat 1 “Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi
Batubara diberi WIUP paling luas 50.000 (lima puluh ribu)
hectare”.

Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VIII/2010

Ketentuan yang sama masih ditemukan dalam Pasal 61 ayat 1
UU Minerba: “Pemegang IUP pada tahap kegiatan Eksplorasi
Batubara diberi WIUP paling luas 50.000 (lima puluh ribu)
hektare”.

Pasal 75 ayat 4

Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk mendapatkan [UPK dilaksanakan dengan cara lelang
WIUPK.

Putusan Sidang Nomor 30/PUU-VII[/2010

Ketentuan yang sama masih ditemukan dalam Pasal 61 ayat 1
UU Minerba: “Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan
dengan cara lelang WIUPK”.
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